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ABSTRAK :  bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan 

terintegrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021, serta berdasarkan Berita 
Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala 
Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota 
Tahun 2022 Nomor 358/SDM.05.5-BA/35/2022, Keputusan Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 25/HK.03.2/3525/2022 perlu 
dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 22/HK.03.2.Kpt/3525/Sek-
Kab/VII/2021 tentang Penetapan Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data 
Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.     
 

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 
39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 



diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 
tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI 
Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505). 

 
Memperhatikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 
2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat 
Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021; Surat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 269/SD.05.5/35/2022 
perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas Pada 
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur; 
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 
123/PK.01/3525/2022. 
 

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 

139 Tahun 2022 diatur tentang :  

Mengubah Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil 
Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 
 

CATATAN : -       Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022.   
  -       Lampiran 2 halaman. 


